BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan
dengan pembahasan skripsi ini, maka dengan ini peneliti membuat kesimpulan
sebagai hasil akhir dari pembahasan skripsi ini. Adapun kesimpulannya adalah

sebagai berikut:

1. kedudukan hukum terhadap sertipikat tanah yang di keluarkan BPN
terhadap tanah bantaran Danau Limboto di kelurahan Lekobalo adalah
sebagai alat bukti kepemilikan atas Tanah bantaran danau limboto tersebut.
Hal ini karna Di Negara ini, konsepsi sertifikat sebagai suatu dokumen
formal yang dipergunakan sebagai instrument yuridis bukti kepemilikan hak
atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintahan Non
Kementerian yang melaksanakan tugas di bidang pertanahan secara
nasional. Pemberian sertifikat hak atas tanah adalah merupakan perwujudan
dari pada salah satu tujuan pokok dari UUPA yaitu untuk memberikan
jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢ Undang-Undang Pokok Agraria
dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) tentang
Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa :

“Sertifikat merupakan tanda bukti hak yangberlaku sebagai alat

pembuktian yang kuatmengenai data fisik dan data yuridis yangtermuat
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didalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan
data yangada dalam surat ukur dan buku tanah hak yangbersangkutan.”

. Akibat hukum sertifikat tanah yang ada dibantaran danau limboto
khususnya yang ada di keluharahan lekobalo kota gorontalo dengan
sendirinya secara yuridis maka sertikat tanah tersebut dianggap tidak
memiliki kekuatan hukum. di karnakan sertifikat tanah tersebut di terbitkan
di atas tanah daerah konservasi. yang mana daerah konservasi tersebut
masuk dalam penguasaan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum
sehingga jika merujuk pada penjelasan UUPA pasal 27 maka sertikat tanah
yang telah dimiliki oleh warga yang bertempat tinggal di bantaran danau
limboto khususnya kelurahan lekobalo kota gorontalo dinyatakan batal
demi hukum. hal ini di perkuat dengan terbitnya atau keluarnya Peraturan
Daerah Provinsi Gorontalo No.1 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Danau
Limboto yag menegaskan bahwa bahwa danau limboto masuk dalam
kawasan konservasi. Dan termasuk kawasan konservasi adalah bantaran

danau limboto.

5.2 Saran

Sebagai Peneliti yang melakukan penelitian kawasan bantaran danau

limboto khususnya di kelurahan Lekobalo dan menemukan beberapa hal yang dapat

menjadi masukan dan rekomndasi bagi perbaikan dan kemaslahatan kedepan. Maka

peneliti memberikan beberapa rekomendasi atau saran. Adapun saran dan masukan

adalah sebagai berikut:
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1. Sebagai akibat dari penetapan kawasan danau limboto sebagai kawasan
konservasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo No.1 tahun
2008 Tentang Pengelolaan Danau Limboto. Maka pemerintah dalam hal ini
adalah pemerintah Provinsi Gorontalo wajib untuk memberikan ganti rugi
sebagai bentuk pertanggungjawabang terhadap sertifikat yang di batalkan
khususnya bagi masyarakat kelurahan Lekobalo Kota Gorontalo.

2. Harus ada penegasan dari pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa daerah
bantaran Danau Limboto tidak dapat di jadikan sebagai daerah pemukiman
penduduk. Penegasan yang di maksudkan oleh peneliti adalah harus ada
sangsi yang dapat di berikan bagi masyarakat yang hendak mendirikan
bangunan di bantaran danau Limboto Khususnya yang ada di kelurahan
Lekobalo, Kota Gorontalo.

3. Pemerintah sebaiknya merelokasi masyarakat yang bermukim di area
bantaran danau limboto keluar dari bantaran danau, yakni sejauh 100 meter
dari bantaran danau limboto. khususnya bagi masyarakat yang telah
terlanjur lama bermukim di Daerah bantaran danau limboto wabilkhusus

masyarakat Kelurahan Lekobalo Kota Gorontalo.
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